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LAPORAN HASIL FEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laparan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dun Tanggung Jawab Kewangan MNegara dan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2
tentang Hadon Pemerikse Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Kesaigan Pemerintah
kabwpaten Musi Rawas, yang terdin dari Meraca tangeal 31 Desember 2024, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebsh, Laporan Operasional,
Laporan Arus kas, dan Laporan Perubahan Ekuites untuk tabun vang berakhir pada tangeal
tersebul. serta Catatan atas Lapormn Keunngan,

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keusngam

Pemerintah Kabopaten Musi Rawss berfanpgung jawab sias penyusunan dan penvajian
wajar lapomn kevangon sesuni dengan Standar Akuntonsa Pemerintiohan don pengendalion
intern vang memadai umuk menvusun laporan keuvamesn yong bebas dari salah saji
minderial, baik vang dischablan obeh kecormngan maupun kesalahan,

Tunggung Juwab BPk

Tangpung jawsh BPK adalah untuk menyaimkan susiu opini atas laporan keuangan
berdesarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksannkan pemeriksopan berdsarkan Standur
Pemeriksann Keusngan Negara. Standar tersebut menghariskan BFK mematuhi Kode Etik
BPE, serts merencanakan don melakssnakon pemeriksann untuk memperoleh keyvakinon
yang menadal apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajlan material.

Suptu pemeriksasn meliputi pengujion bukti-bokti vang mendukung angkn-angka don
penguigkzpan dalom laporan kewangan. Prosedur vang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajion vang
mserial dafam ponen kevangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupn
kesalahan.  Dalam  melakukan  penilaian  risiko, pemeriksa  memperiimbangkan
pengendnlian intern yang relevon dengan penvusunsn dan penyajien wajar Lapomn
Keunngan Pemerintnh Kabupaien Musi Rewns umuk memnoong prosedur pemeriksann
yang tepal sesual dengan kondisi yang ads, tetapi bukan unuk tujsan menyaiakan opini
atas efektivitas pengendalion imtern Pemerintah Kabupaten Musi Rawes, Pemeniksamn vang
dilakukani BPE jugs mencakup evalissl atas ketepatan kebijakan akumtansi vang
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digunakan dun Kewajoran estimasi akuntansi yang dibuit oleh Pemeringah Kabupaten Musi
Rawas, sena evalusi atas penyijion laporan keuangan secars keseluruhan,

BPE vokin behwa bukti pemeriksaon yang teloh diperobeh adalah culosp don wepar, s=bagai
dissar umtuk menyatnken opini BPE.

Opini

Memurut opini BPE, lapomn keumngan yang disebut i afes, menyajikan secam wajur,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
tangeal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaren, perubahan saldo anggaran lebib,
operasional, arus kig, serta perubihan ckuitas unuk ahin vang berakbie pads tanggal
tersebur, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahaen.

Penckanan Sustu Hal

BPK menckanksn pade Catatan 53.1.2a)2) atas Laporan Kewangan Pemerintak
Eabispaten Must Rawas vang menjeliedoan per 31 Desember 2024 terdapat Investasi Jangka
Panjony Permanen padn PT Murn Sempurnn {Perseroda) sebesar Rp 10060000, 000, 06
yang menadi Penckanan Suat Hal pads Opdnt atas LEPD Pemerintah Kabapaten Musi
Rowas Tahun 2022 dan Twhun 2023 yang belum ditindaklanjuti, Opini BPE tidok
dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebu.

Laporan atas SPl dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memdai ot kewajamn lapoman keuangan tersebut,
BFR juga melakukan pemeriksasn tethadap Sisiem Pengendalian Intern dan kepatuhan
terhadap ketenteon peraturan  perundang-undangan. Laporsn Hasil Pemenisaan obas
Sistem Pengendalion Imern dan Kepatohon terhadap Ketentuon Persturan Perumdung-
undangan disajikon dalam Lapomn Nomor 368 HPXVITEPLGAS 202 tanggal 23 Me
125, vang merupakan bagian tidak tempisahkan dari iaporan ini.

Palembang, 23 Mei 2025
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